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BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

HEFUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : " TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SMA FILIAL WAWOANGI MENJADI

Menimbang

Mengpingat

2

i)

SMA NEGERI 4 SAMPOLAWA
BUPATI BUTON SELATAN,

bahwa dalam rangka efeltifitas pelaksanaan Pasal 3 ayat
(2) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
Casar dan Menengah, maka untuk meningkatkan mutu
Pendidikan pada SMA Filal Wawoang perlu dilalkukan
perubahan status menjadi SMA Negeri 4 Sampolawa
Kecamatan Sampaolawa Kabupaten Buton Selatan;

bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimansg
dimaksud dalam huruf z, perlp menetapican Keputusan
Bupati Buton Selatan tentang Perubahan Status SKA
Fihal Wawoangl menjadi SMA Negeri 4 Sampolaws
Kabupaten Buton Selatan;

Undang-undang ‘Iﬁmm 2§ Tahun 1999 tentang
‘#mr;im{rﬁvﬂﬁ1 PR aﬁ_}‘w B rfan Haboas dard
Kuripsi, Kolust ii:iil I\;:pmmmc {Lgmbm “{ggmd Hf:pwhh
Indonesia Tahun 1999 Nemor 75, Tambahan ?-ﬁmmhm
Negars Republik Indonesia Nowmor 3831}

Undang-Undang Numar 20 Tahun 2003 teatang Sistem
Pendidikan Nasional = (Lemubaran  Negara  Republik
Indanesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan L::mharan
Negara Republik Indonesia Nomor 4301},

Undang-Undang  Nomer 33 Tahun 2004  tentang
1Jenmimnga;a Keunnpgan Antary Pewerintuh Pusat dan
Pemerintshan  Dagrah  {Lembuaran  Négara Republik
Iudmm:ew Tabun 2004 Nomer 126, Twnbahan Lembaran
Negara Hupuhhls Indenesia Nomor 4438);

Unduang-Undang  Nomor 25 Tabun 2009  tentang
Pelayanan Publil (Lembaran Negars Republik Indorssia
Tahun 2009 Nemor 112, Tambahan Lembaran Negara
quuhlzlc Indonesia Nomeor 5038);

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2011 tustung
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2014  tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di  Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia



(k4]

11,

12,

Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3563);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SS87) sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5673,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ientang
Koordinasi  Kegistan Insiansi Vertikal di Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373};

Peraturan Pemernntah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peran Scrta Masyarakat dalam Pendicikan Nasional

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2005 MNomor 41, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesiz MNomor 4406) sebapgaimana
telah diubah dua ksal! terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Nomor 45 tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6
Maret 20151,

Pergturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembnnaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  (Lembaran
MNegara Repuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Femerintah,
Pemerintah Daerah Provinsgi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737

. Peraturan Menter: Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80

Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;

. Peraturan Menter: Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36

Tuhun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Saman Pendidilean Dasar dan Meneéngah;

. Peraturan Daerah Nomeor 3 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatenn
Sclatan;



Memperhatikan @ 1. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pembangunan

Unit Sekolah Baru SMA Tahun 2016;

2. Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 249 Tahun
2015 tentang Penetapan [zin Operasional SMA Filial
Wawoangi Kabupaten Buton Selatan;

3. Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Banluan
Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB) Tahun Anggaran 2016 antara Direktorat
Pembinasn Sekeclah Menengah Atas dengan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton
Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
833/D4.3/KU/2016 tanggal 22 Maret 2016,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Merubah Status SMA Filial Wawoangl menjadi SMA

Megeri 4 Sampolawa Kabupaten Buton  Selatan
Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan,

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlalou, segala Aset SMA Filial

Wawoangi menjadi milik SMA Negeri 4 Sampolawa
Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan,

KETIGA : Pelaksanaan Proses Belajar Menggjar dan Kurikulum

vang digunakan senantiasa berpedoman pada Pctunjuk
dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT . Blaya yang diperlukan sebzagai akibat pelaksanaan

KELIMA

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah [AFBD) Kabupaten Buton Selatan
dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat,

Keputusan ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat leekelimian didalamnya akan diadakan
perabahan dan perbaikan sebagaimana mestinya,

p)tgag;%ﬂ? : Batauga
i aft & i 5 ME 2016
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Menter: Pendidikan dan Kebudayman df Jakaroa;

Crubermur Provins: Sulawesl Tenggera di Kendari:

vepald Dinas Pendidilan dan Kebudayvasn Provinsi Sulawesi Tenpgera ci Kendars;
Ketua DPRD Kebupaten Buton Selatan ¢i Betanga:

. Kepala Inspeittorat Desrah Kabupalen Buton Selaran di Bataupa;
Yth.

Kepala Bappeda Kabupaten Buton Selatan di Batauga;

» Kepala Badan Pengelolaan Keuanpgan Daerah Kabupaten Suten Selacan di Batauga,
Yih.
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BUPATI BUTON SELATAN
PROVINEI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 7cz TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIFIL SEBAGAI
GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN MENJADI XEPALA SEKOLAH
LINGEUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN

Menimbang : a.

Menginuat

£

ka3

m

BUPATI BUTON SELATAN,

bahwa schubungan dengan peningkatan status dan
pendirian bam Selolah Menengah Atas dan  Sekolah
Menengah Kejuruan di Kabupaten Buton Selatan, maka
untuk kepentingan dinas dan lkelancaran pelaksanaan
tugas-tugas kependidikan di linglkungan Sekolah tersebu;
dipandang perlu mengangkat dan memindahkan Pegawai
Negeri Sipil sebagei guru yang dibert tugas tambahan
untulk menjadi Kepala Selolah;

bahwa Pegawal yang namanva tercantum dalam
Lampiran Keputasan ini dianggap mampu dan memenuhi
syarat untuk diangkat/dipindahkan sebagai guru vang
diberi tugas tambahen untul menjadi Kepala Sckolah;

bahwa  berdasarkan  perdmbangan  sebagaimana
ditnaksud dalam bhurufl a dan huruf b, perlu menetapian
Keputusan  Bupati tentang  Pengangkatan  dan
Pemmndahan Pegawal Negeri Sipil Sebagal Guru Yang
Diberi Tugas Tambahan Mejadi Kepala Sakolah Lingkup
Pamerintah Kabupaten Butlsn Selatan:

Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1909 lentang
Penyelengraraan Negara yang Bersih den Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republils Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003  tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republikk Indonesia Nomor 4286);

Undeng-Undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republil
Indonssia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tenteng
Perimbangan KXeuangan Antera Pemerintali Pusat dan
Pemerintabian Daersh  (Lembaran  Negara Republik
Indunesia Tahun 2004 Momor 126, Tambabieyn Lembaenn
Hegara Republic Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru
dars _E‘Eacn [Lembaran Negara Republile indonesia Tahun
4003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Megaras Republil
Inilnnesia Komor 4586] -
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10,

12

4. Pereturan Pemedintesh Nomar 79 Tah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (entang
Pembentuian Pertaturan Perundang-undangan
(Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara ERepublik
Indonesia Nomor 53234);

Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomeor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi
sulawesi Tonggara (Lembaran Negara Republils Indonesia
Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Nesara
MNomor 3563);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Feraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Vegeri Sipil [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22)
sebagal (clah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Momor 40 Tahun 2010 tentang Pernbahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1904
tentang Jabatan Fungsional Pegawal Negeri Sipi]
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomer 51, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik
Indonenia Nomor 5121): )

. Peratutan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Penganglkatan, Pemimdahan, dan
Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraruran
Pemerintah Neomor 63 Tahun 2009 tentang Perubshan
Atas Peraturan Pernerintah nomoer ¢ Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkaran, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2009 Nomor 164); '

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 teniang
::;Lm:n:iar_ Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Reoublis
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lemibaras

P L i vy . " B J ~ i s
Negara Republik [ndonesia Nomor 44065

in 2005 rentans

L
Pedoman  Pembinaan  dan Pengawesan
f&]

Atas
2 wro] @ ooy oy £ 3
renyelenggaraan  Pemerintahan  Daerakh  (Lembaran
Negara Repuplik Indonesia Tahusn 2005 Nomor 165



16.

[

18.

19

20.

23.

. Perataran Daerah Nomor 3 Tahun 2015

. Peraturen Daeras Nomor 9 Tahun d015

Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593},

. Peraturan Pemerintalh Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintehan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republilk Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737):

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Pedoman Urganisasi Perangkat Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonegsia Tahua 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741) ;

Peraturan Pemerintah Nemor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

. Peraturan Pemwerintah Nomor 74 Tahun 2008

tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan lLembaran Negara
Fepublils Indonesia Nomeor 494 1);

Peraturan Pemerintahh Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 5105);

Feraturan Pemerintah Nomer 533 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambalan Lembaran
Negara Nomor 5135);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 108 Tahun
2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependicilkan;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun

E o

2007 tentanyg Standar Kepala Sekolah / Macdrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun
2007 tentang Standar Barana dan Prasarana Untulk
Sckolab Dasar/ Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah
Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs!
dan  Sekolah Menengah Atan / Madrasalh  Alivah
(SMA/MA) '

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Takun
2C10 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidilian
Dasar di Kabupaten /Kota,

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun

2010 fentang  Penugasan Guru  Sebagsi Kepala
Sekolah/Madrasah;

tenlariz
Susunan Organisesi den Tata Kerla Dines Dagrab

Rabupaten Buton stlatan,

! tentang
Anggaran Pendapaten dan Belanja Dacrah Kabupaten
Buton Selatan Tahun Asggeran 2015

CO R



Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 165 Tahun 2016 tentany

Menetaplaan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Perubahan Status SMA Filial Wawoangi menjadi
SMA Negeri 4 Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;

2. Keputusan Bupati Nomor 166 Tahun 2016 tentany
Penelapan Izin Pendirian / Operasional Sekolah
Menengah  Kejuruan Negeri 1 Sampolawa,
Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;

3. Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2016 tentang
Ferubahan Status SMA Swasta PGRI Lapandews
Malkmur  menjadi SMA  Negeri 3 Lapandews
Kabupsaten Buton Selatan;

4. Keputusan Bupati Nomor 168 Tahun 2016 tentang
Penetapan Isin Pendirian [/ Operasional Sekolah

Menengah Atas Negeri 5 Sampeolawa, Kecamatan
Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016;

_U'I

Usul Pengakatan dan Pemindahan Pegawal Negeri
Sipil  yeng mendapat Tugas Tambalian sebagsi
Kepala 8MA dan SMK Nomor 130/293.a/2014
tangeal 10 Mei 2015;

MEMUTIIEKANY -

Mengangkat dan Memindahkan Pegawai Negeri Sipil Sehagai
Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Menjadi Kepala Sekolah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan
rincian  sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini diberikan masing-masing kepada vang
bersangkulen agar dapat dilaksanalkan penuh  rasa
tenggungiawab dan pihale lain yang dianggap perlu untulk
diketahui,

Segala  Bisya yang dikeluarkan akibal pelaksanasn
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendaparan dan
Belanja  Daerah  Kabupaten Buton Selatan  Tahun
Anggaran 2016.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapican
dengan ketentuan bahwa apabila dilkemudian hari ternvata
terdepat kekeliruan delam penetapannyva aken diadaikan
pembetulan schagaimenas mestinya,

Ditetaplisn di : Batauga
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